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MUH TAUFIQ HAFID (B11111905) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
TINDAK PIDANA MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KOTA 
MAKASSAR. di bawah bimbingan Irwansyah sebagai Pembimbing I 
dan Ratnawati Pembimbing II. 
 
Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini 
dikarenakan perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan 
manusia yang semakin terbuka akan teknologi modernitas. Maka dari itu 
pada kenyataanya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak 
pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dari 
fenomena itulah adanya tindak pidana melalui penggunaan media sosial. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 
penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui media sosial dan faktor-
faktor penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan 
media sosial di kota Makassar 
 
Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Makassar, Kejaksaan 
Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Dinas Komunikasi 
dan Informatika Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara 
pengambilan data dan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni 
penyidik, Jaksa penuntut umum dan hakim yang pernah menangani kasus 
berkaitan dengan timdak pidana melalui penggunaan media sosial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam 
pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan 
masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota makassar 
yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat 
keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakannya adalah Faktor Hukum, faktor 
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A. Latar Belakang Masalah 
Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial dirasakan 
berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tongkak 
dari penemuan terbesar perangkat teknologi komunikasi dan informasi 
yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Situasi kekinian bisa 
dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan perangkat 
pada teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan 
informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi 
yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur 
yang terjadi di tengah masyarakat. 
Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia 
menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara 
signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini 
menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi 
peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus 
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan 
hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari 
Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah 
hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain 
yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of 
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Information Technology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan 
Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet 
dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.1 
Internet telah meghadirakan realitas kehidupan baru kepada umat 
manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. 
Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang 
dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan 
waktu. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita 
berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Ketika 
teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut membangun 
dengan pesat.  
Media sosial atau dalam bahasa inggris “Social Media” menurut tata 
bahasa, terdiri dari kata “Social” yang memiliki arti kemasyarakatan atau 
sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu 
sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai 
sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-
menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang 
boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan 
dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang 
sering di gunakan oleh netizenship (Pengguna media sosial) antara lain 
Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan myspace. Jika media 
tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media 
sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang 
berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya. 
                                                             
1
 Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung,   
Refika Aditama, hlm.1. 
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Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang 
boleh memiliki media sendiri. Seorang pengguna media sosial boleh 
mengakses menggunakan media sosial dengan rangkaian internet bahkan 
yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran besar, tanpa alat mahal 
dan dilakukan sendiri tanpa pekerja. Pengguna media sosial dengan 
bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, 
video, grafis, dan berbagai model content lainnya.Tidak dipungkiri lagi 
media sosial merupakan salah satu fasilitas internet yang sedang tren-
trennya akhir-akhir ini. Terutama di kalangan anak muda. Seolah-olah 
media sosial menjadi hal yang wajib di masyarakat, terutama dikalangan 
anak muda agar dibilang gaul. 
Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat 
sebagai media untuk mencari infomasi dan juga sebagai media untuk 
belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak 
hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang 
bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan 
kejahatan di dunia maya. 
Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu 
untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu 
guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga 
dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat 
pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu 
mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur 
hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi 
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dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia. 
Oleh karena itu,pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, BAB VII tentang 
Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan : 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / 
atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama 
baik. 
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman  
 
Berkaitan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang tersebut 
menjadi penggiat dalam menggunakan media sosial, seharusnya punya 
trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan sebagaimana mestinya 
dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.  
Masyarakat pengguna media sosial harus sadar berada di ruang 
publik yang memiliki aturan. Etika di media sosial harus jalan agar 
masyarakat tidak sembarangan berbicara yang bisa menyinggung dan 
menyakiti orang lain. Selain beretika di media sosial, adanya kesadaran 
akan implikasi sosial bahkan hukum dibelakang penggunaan media sosial 
dapat menjadi peredam seseorang untuk tidak bertindak ceroboh dengan 
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mengeluarkan umpatan-umpatan kasar kepada pihak lain. Masyarakat 
harus sadar akan hukum dan etika di dunia maya serta implikasinya 
terhadap kehidupan sosial, jadi berlakulah seperti kehidupan sosial sehari-
hari.  
Walaupun sedang berada pada dunia maya (cyber) etika tidak bisa 
terlepas dari setiap perilaku seseorang. Menggunakan Internet dan Media 
Sosial juga memerlukan etika yang berfungsi untuk mencegah seseorang 
melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun 
orang lain. 
Kita harus sadari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara 
pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan 
etika / ketaatan hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar 
terhindar dari kejahatan di dunia maya. 
Oleh karena itu aparat penegak hukum, dalam hal ini yang berada 
di dalam lingkup wilayah kota makassar dan penegakan peraturan 
perundang-undangan harus segera menanggulangi kejahatan dalam 
media sosial dengan serius. 
Penulis sadari penggunaan media sosial ini telah menyentuh setiap 
kalangan di masyarakat. Hal-hal tersebut yang Penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam lagi sehigga penulis tertarik mengangkat skripsi 
dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam memudahkan 
penelitian ini. Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap 
Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota 
Makassar? 
2. Faktor- faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum 
terhadap tindak pidana melalui penggunaan Media Sosial Di Kota 
Makassar ?  
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum menurut 
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana melalui penggunaan 
Media Sosial Di Kota Makassar ? 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan 
hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan Media Sosial di 
Kota Makassar ? 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan 
ilmu pengetahuan terhadap kejahatan hukum khususnya di bidang 
Hukum Teknologi, Informasi dan Elektronik mengenai Media Sosial 
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2. Diharapkan menjadi bahan infomasi dan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu hukum tentang UU ITE kepada masyarakat 
sekaligus menjadi bahan referensi tambahan kepada semua pihak 






A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti 
kawan, sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini 
dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "Cours De 
Philosophie Positive" karangan August Comte (1798-1857). Walaupun 
banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal 
sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. 
Eugen Ehrlich dikenal sebagai the founding father of sociology 
law, dan Roscoe Pound oleh banyak pakar juga dianggap sebagai the 
founding father of sociological jurisprudience.  
Adapun beberapa definisi sosiologi hukum menurut pendapat para 
ahli yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Sosiologi Hukum. Hal 
itu diungkapkan sebagai berikut. 
1. Soerjono Soekanto 
Sosiologi Hukum adalah suatu cabang yang secara analitis dan 
empiris menganalisis atau mempelajari hubungan balik antara 
hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. 
2. Satjipto Rahardjo 
Sosiologi Hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum 
terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 
 
9 
3. R. Otje Salman 
Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal 
balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara 
empiris analitis 
4. H.L.A Hart  
H.L.A Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. 
Namun, definisi Yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi 
hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum 
mengandung unsur –unsur kekuasaaan yang terpusatkan kepada 
kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari 
kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem 
hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (primary rules) 
dan aturan tambahan (secondary rules). Aturan umum merupakan 
ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat 
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, 
sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) rules of recognition, 
yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan 
berdasarkan hierarki urutannya. (b) rules of change, yaitu aturan 
mensahkan adanya aturan utama yang bar, (c) rules ofadjudication, 
yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan 
untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu  
apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.2 
                                                             
     
2
Ali Zainuddin, 2006, Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1. 
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Pemikiran aliran sosiologis mencakupi sejumlah pendekatan yang 
lebih beragam ketimbang seragam. Namun, pada dasarnya dapat 
diklarifikasikan ke dalam : 
a. Pemikiran sociology of law yang merupakan cabang sosiologi 
b. Pemikiran the sociological of jurisprudence yang merupakan 
cabang ilmu hukum. 
Lebih jelasnya perbedaan antara sociology of law dan sociological 
jurisprudience 
a. Ilmu Hukum Sosiologis. Pound menunjuk kajian ini sebagai 
suatu studi yang berkarakter khas tertib hukum, yaitu merupakan 
suau aspek ilmu hukum yang sebenarnya. Lloyd menuliskan 
bahwa “ilmu hukum sosiologis” ini adalah suatu cabang dari ilmu-
ilmu normatif, yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan 
perundang-undangan di dalam pelaksanaanya, dan didasarkan 
pada nilai-nilai yang subjektif. Beberapa penulis menggunakan 
istilah-istilah ini untuk menunjukkan pada “Aliran Sosiologis 
dalam Ilmu Hukum”, yaitu para yuris yang melihatnya sebagai 
suatu studi tentang masyarakat untuk membuat ilmu hukum 
menjadi lebih akurat. 
b. Sosiologi Hukum. Pound menunjuk studi ini sebagai “sosiologi 
yang sebenarnya,” yang didasarkan pada suatu konsep yang 
memandang hukum sebagai satu alat pengadilan sosial. Lloyd 
menuliskannya sebagai suatu yang pada pokoknya merupakan 
ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknik empiris. Hal itu 
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berkaitan dengan pertanyaan mengapa perangkat hukum dan 
tugas-tugansnya dibuat, sosiologi hukum memandang hukum 
sebagai produk suatu sistem sosial dan sebagai alat untuk 
mengendalikan dan mengubah sistem itu.3 
Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum diatas, 
dapat diketahui dan di pahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum 
adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan  : (1) 
deskrpisi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (revealing), dan (4) prediksi. 
Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum 
sebagai berikut. 
1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi 
terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu di 
beda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, 
penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari 
bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang 
kegiatan hukum tersebut. 
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu 
praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, 
latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing 
kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum 
normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “apa 
hukumnya” dan “bagaimana menerapkannya”. Satjipto 
                                                             
     
3
Ali achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence),    
Jakarta, Kencana, hlm 102-103. 
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Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan 
cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative 
understanding, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, 
serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, 
mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku 
orang dalam bidang hukum sehingga mampu 
mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai 
dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu, sosiologi 
hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari 
luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang 
bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku 
seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka 
sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang 
sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya 
diungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan 
ilmu ini. 
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 
memprediksisesuatu hukum yang sesuai dan/ atau tidak sesuai 
dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di 
sini adalah “apakah kenyataan memang seperti tertera pada 
bunyi peraturan itu ? “Bagaimana dalam kenyataannya 
peraturan hukum itu ? perbedaaan yang besar antara 
pendekatan yuridis normatif dengan penekatan yuridis empiris 
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atau sosiologi hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa 
saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangakan yang 
kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris. 
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan 
objek pengamatan yang setara. Ia tidak menilai yang satu lebih 
dari yang lain. Perhatiaanya yang utama hanyalah pada 
memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. 
Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah 
paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan 
praktik-praktik yang menyimpan atau melanggar hukum. Sekali 
lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak 
memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi 
objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan 
terhadap fenomena hukum yang nyata. 
Ke empat karakteristik objek studi sosioloigi hukum yang telah 
diungkapkan di atas merupakan pengetahuan kunci kepada orang yang 
berminat untuk melakukan penyelidikan dalam studi dimaksud. Cara-cara 
menyelidiki hukum dalam bentuk yang demikian itu, orang langsung 
berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apa pun objek yang di 
pelajarinya, apabilaia menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada 
butir-butir di atas, maka ia sedang melakukan kegiatan di bidang sosiologi 
hukum. Oleh karena itu, mengemukakan berbagai objek yang menjadi 
sasaran sosiologi hukum sebagai berikut. 
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Sosiologi hukum mempelajari “pengorganisasian sosial hukum”. 
Objek yang menjadi sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan penyelengaraan hukum. Sebagai contoh dapat 
disebut misalnya: “pembuatan undang-undang pengadilan, polisi, advokat, 
dan sebagainya. Pada waktu mengkaji pembuatan undang, perhatiannya 
dapat tertarik kepada komposisi dari badan perundang-undangan, seperti 
usia para anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan 
sebagainya. Faktor-faktor tersebut memperoleh perhatian, oleh karena 
pembuat undang-undang itu dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan 
manusia. Oleh karena itu, faktor-faktor diatas dianggap penting untuk 
dapat menjelaskan mengapa hasil kerja dari pembuat undang-undang itu 
adalah seperti adanya sekarang. Dalam kajian sosiologi hukum ada 
anggapan bahwa undang-undang itu tidak dapat sepenuhnya netral, 
apalagi yang dibuat dalam masyarakat modern yang kompleks, dan 
menjadi tugas sosiologi hukum untuk menelusuri dan menjelaskan duduk 
persoalannya serta faktor-faktor apa yang menyebabkan keadaanya 
menjadi demikian itu. 
Bila sosiolgi hukum perundang-undangan atau pengkajian yuridis 
empiris akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan 
pengkajian yuridis normatif. Karakteristik pertanyaan sosiologi hukum 
seperti: “Apakah sebabnya orang taat kepada hukum? Seberapa 
besarkah efektivitas dari peraturan-peraturan hukum tertentu ? Faktor-
faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas peraturan-peraturan hukum 
tertentu di pengadilan ?” Sosiologi hukum, misalnya tidak menerima begitu 
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saja, bahwa hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Pertanyaan 
kritis darinya adalah, “Apakah hukum itu sendiri tidak mungkin menyimpan 
dan menimbulkan konflik ?” Studi-studi sosiologi hukum pada suatu ketika 
dapat menyikapai bahwa suatu peraturan yang bersifat semu, di belakang 
hari malah dapat meledakkan suatu konflik baru. 
Perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga mengungkapkan 
bahwa sekalipun hukum itu menyediakan janji-janji kepada orang-orang 
tertentu, janji-janji itu lebih dapat dinikmati oleh kelompok-kelompok dalam 
masyarakat yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan 
demikian, antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu 
hubungan tertentu. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya: 
“kemampuan untuk mengorganisasikan diri yang demikian itu ternyata 
tergantung pula dari beberapa faktor lain, seperti prestasisosial dan/ atau 
stratifikasi sosial dari suatu kelompok. 
Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga 
hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraanya, tidak hanya 
bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreativitas ini terletak pada 
kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai 
tertentu yang ingin dicapai oleh hukum, yang terkubur oleh simpan siur 
prosedur teknis hukum. Sosiologi hukum akan dapat mengingatkan orang 
kepada adanya tujuan-tujuan yang demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga 
memberikan informasi hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi 
pelaksanaan suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa 
guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
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B. Indonesia Negara Hukum 
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan negara 
hukum Indonesia pada Pasal 1 Ayat (3). Di samping itu, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan 
bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini 
berarti bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang demokratis, 
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 
menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum 
dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
tersebut tanpa ada kecuali.4 
Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan 
penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor 
hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur (in order) dan setiap 
pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan. 
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh 
dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan 
saja orang-orang yang berbuat melawan hukum, melainkan juga 
perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat 
perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya 
hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.  
                                                             
4
Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yistisia, 
hlm.1 
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Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan 
kesejahteraan suatu negara. Karena negara-negara maju di dunia 
biasanya ditandai dengan tidak hanya sekedar perekonomiannya yang 
maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi 
manusianya berjalan baik.5 
C. Penegakan Hukum 
Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup 
kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 
tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum 
yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan 
ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian 
sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, 
dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum 
mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai 
perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek 
hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana 
mestinya.6 
Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 
faktor-faktor penegakan hukum, yaitu : 
a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di indonesia 
                                                             
5
Ibid 
     
6
Kelik Pramudya, dkk, Ibid, hlm 110 
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b. Fakor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas 
kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan 
hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada 
hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang 
mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan 
yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak 
dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai 
pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai 
dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam 
penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan 
pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-
problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in 
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Kelik Pramudya, dkk, Ibid, hlm 111 
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D. Aparat Penegak Hukum 
1. Hakim 
Suatu sistem peradilan tentu dilaksanakan oleh hakim yang 
mempunyai tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. 
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. 
Di indonesia, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. 
Dalam hukum acara, hakim dianggap tahu akan hukum, jadi ia tidak boleh 
menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau belum ada hukum 
yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa 
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. Itulah tugas dan kewajiban hakim dalam memberikan 
pelayanan masyarakat pencari keadilan. Maka seperti pejabat negara 
lainnya, penting bagi seorang hakim untuk diambil sumpah sebelumnya.8 
Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-
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perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang 
diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat 
Indonesia. Dalam realitas empiris, kita tentu menyadari bahwa hakim 
adalah manusia biasa ciptaan Tuhan yang mempunyai resistensi terbatas 
ketika menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar. 
2. Jaksa 
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 
wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran yang demikian 
penting dalam sistem hukum indonesia tersebut menuntut seorang jaksa 
tidak hanya mnguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum 
perdata, dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai 
hukum positif yang bersifat umum (lex generalis), tetapi juga hanya 
bersifat khusus (lex specialist) yang banyak lahir akhir-akhir ini.9 
Untuk menjaga netralitas selama menjalankan tugas maka seorang 
jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan 
badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta, terlebih lagi 
merangkap menjadi advokat. Peranan kejaksaan yang demikian luas 
tersebut bukan hanya dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melainkan 
juga dikenal di banyak negara lain, kususnya di asia-pasifik, bahkan ada 
yang lebih luas lagi daripada sistem hukum kita.    
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3. Polisi 
Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi 
sebagian orang, karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam 
melindungi dan mengayomi masyarakat, di samping sebagai Pegawai 
Negeri. Apresiasi tugas pokok polisi adalah to protect and to serve ( 
melindungi dan melayani) secara lebih detail adalah : love humanity, help 
delinquence, and keep them out of jail (cinta kasih, membasmi 
penyimpangan, dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi 
menegakkan moralitas masyarakat secara konkret, karena hanya polisi 
yang diberi tugas oleh Undang-Undang untuk mengadakan moralitas 
masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, 
bahkan senapan, yang kadang mempertaruhkan jiwa polisi. 
Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan 
profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi 
tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan 
polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan 
profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan 
dan ketenteraman. Di samping menguasai ilmu sesuai profesinya, polisi 
wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. 
Tugas pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat 
swakarya, swadaya, dan swasembada. Dalam hal ini perlu sekali alat 
negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.10 
 
                                                             




E. Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime 
1. Norma Hukum Menentukan Citra Negara Hukum 
Soerjone Sokanto menyebutkan lima unsur penegakan hukum 
(Law enforcement) artinya untuk mengimplementasikan penegakan 
hukum di Indonesia ini sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor, 1) Undang-
undang, 2) mentalis aparat penegak hukum, 3) perilaku masyarakat, 4) 
sarana, dan 5) kultur.11 
Dalam kelima faktor tersebut terjadi saling mempengaruhi di antara 
faktor yang satu ke faktor yang lainnya. Eksistensi norma hukum yang 
terumus di dalam undang-undang misalnya sebagai law in books 
sangatlah ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam aspek law 
in action-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas 
aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan menjadi 
penentu prospek penegakan norma-norma hukum.12 
Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya 
dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum 
tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu 
mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendakyang tercantum dalam 
(peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, 
misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk 
memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana 
terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya  
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Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat 
penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembataninya. 
Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat 
bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai 
pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan. 
Perilaku masyarakat pun demikin, bahwa apa yang dilakukan oleh 
masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. 
Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus  dalam perbuatan 
melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan 
menantang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan law in 
books menjadi law in action. Dalam implementasi ini, barangkali akan 
banyak ragam perilaku anggota masyarakat yang mencoba 
mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak bekerja sesuai dengan 
kode etik profesinya. 
Aparat penegak hukum ini punya tanggung jawab besar yang 
menentukan eksistensi norma hukum. Dengan norma hukum ini, status 
dan martabat negara ikut terjaga. Citra negara akan menampilkan citra 
rechstaat bilamana aparat penegak hukum berhasil mengimplementasikan 
norma hukum. Sebaliknya citra negara hukum ikut jatuh ketika aparat 
gagal menegakkannya, karena ada kredibilitas yang ditinggalkan hingga 
berdampak terhadap pencari keadilan. Ketika pencari keadilan 
(masyarakat) merasa diabaikan hak-haknya, maka tentu saja terjadi 
distorsi terhadap kewibawaan hukum dan kehidupan negara ini. 
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2. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime 
Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa 
negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak 
menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih 
dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Tindakan yang dilakukan aparat inilah yang 
dikategorikan sebagai implementasi hukum.13 
Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan 
hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang 
akan, sedang atau telah mengancam bangsa indonesia. Alat negara 
(penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan 
dunia kejahatan, khususnya perkembangan cyber crime yang semakin 
mengkhwatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang 
melawan cyber crime. 
Jika sudah sampai pada aspek pencegahan dan pengayoman 
terhadap pemilik informasi dari cyber crime, maka upaya yang dilakukan 
untuk mewujudkan tahapan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap 
kreasi-kreasi intelektual. Jika selama ini indonesia dikenal sebagai negara 
yang kurang serius menangani masalah cyber crime, maka hal ini 
menunjukkan kalau masalah perlindungan hak di bidang ini belum sebaik 
perlindungan di bidang lainnya. 
Berbagai bentuk perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang atau korporasi. Perbuatan-perbuatan 
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melanggar hukum ini termasuk tindakan pencurian, penipuan, pelanggar 
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti penggandaan dan 
penjiplakan hasil karya seseorang, serta kejahatan dan pelanggar lainnya. 
Beberapa jenis perbuatan ini bisa memenuhi unsur cyber crime. 
Oleh karena itu upaya perlindungan hukum terhadap kegiatan yang 
dilakukan di internet, baik yang merupakan kegiatan bisnis (e-business), 
birokrasi pemerintahan, pengguna pribadi diperlukan perpanjangan 
jangkauan “rule of the law” ke dalam dunia cyber. Hal tersebut sedang 
dalam proses penanganan di berbagai negara yang menunjukkan 
geliatnya di bidang teknologi, khususnya indonesia dengan menggunakan 
pengembangan perlindungan secara teknis dengan berbagai sistem yang 
diciptakan oleh para ahli bidang komputer dan network, di samping 
adanya implementasi penegakan hukum (law enforcement) yang 
konsisten dan benar-baenar ditujukan untuk memerangi cyber crime.14 
 
F. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime  
1. Kejahatan dan Perkembangan Masyarakat 
Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat., tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan 
Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan 
jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan 
yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan 
merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya 
terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena 
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itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat 
yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, 
yang merugikan masyarakat.15 
Terhadap masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang tertua ini 
telah banyak usaha-usaha penaggulangan yang dilakukan dalam berbagai 
cara. Upaya penaggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya 
terus-menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan 
pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan 
menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau 
tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu 
tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan 
kesejahteraan masyarakat. 
Hukum merupakan komponen sistem sosial yang dianggap lebih 
efektif menyelesaikan problem sosial berupa kejahatan di masyarakat. 
Perubahan masyarakat dapat memicu perubahan kejahatan yang 
notabenenya mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena 
itulah, hukum dalam masyarakat pun harus berubah mengikuti 
perkembangan masyarakat. Dialog antara perkembangan hukum dan 
perkembangan masyarakat dapat menjadi nilai pijakan perkembangan 
penaggulangan kejahatan di dalam berkembangnnya masyarakat. 
2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana 
Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu 
tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain 
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kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, 
maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak 
dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan 
badan penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan 
strategi yang mendalam mengenai kriminalisasi tersebut berupa 
kebijakan/politik kriminal.16 
Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). 
Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal 
ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana 
pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum 
(khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula 
dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian 
pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) 
Dalam perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai 
sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada 
kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam 
memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam 
alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana 
penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara 
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terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan 
hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus 
memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan 
bekerjanya hukum pidana dalam kenyataanya. 
Selain sangat urgennya mengkaji kebijakan penetapan sebuah 
tindak pidana dan sanksi pidana pada suatu undang-undang pada tahap 
formulasi sebagaimana dijelaskan diatas, maka tidak kalah pentingnya 
juga mengkaji dan mengevaluasi eksistensi operasionalitas undang-
undang. Oleh karena penanggulangan suatu kejahatan dengan hukum 
pidana perlu dipahami sebagai sebuah kesatuan dari masing-masing 
tahap dalam kebijakan hukum pidana, yaitu antara tahap formulasi dalam 
hal ini proses kriminalisasi (yaitu penetapan tindak pidana dan sanksi 
pidana ) dan tahap aplikasi serta eksekusi yang dilaksanakan oleh aparat 
penegak hukum pidana. Dalam hal ini tahap aplikasi dan eksekusi 
tersebut sering disebut dengan sistem peradilan pidana. 
Secara umum pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem 
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan : 
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana 
3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi kejahatannya 
Dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan dan penyelenggaraan 
penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing 
29 
memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka 
kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada 
badan yang lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan keterpaduan antar 
subsistem peradilan pidana tersebut, dalam hal ini sering dikenal dengan 
istilah sistem peradilan pidana terpadu. 
3. Penaggulangan Cyber Crime dengan Hukum Pidana 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, pada dasarnya 
kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara 
fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme 
penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah 
awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social 
welfare).17 
Berkaitan dengan teori-teori kebijakan hukum pidana di atas, maka 
dalam hal penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan 
penanggulangan cybercryme sangat relevan mengingat bahaya-bahaya 
dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya kejahatan 
teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak.  
Hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang dampaknya 
relatif muda dilokalisir, maksimum kerugiaanya sebesar nilai yang melekat 
pada sasaran kejahatan, pada kejahatan cyber antara pelaku dan korban 
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tidak harus berada pada ruang dan waktu yang sama, sehingga 
pelakunya lebih sulit untuk dilokalisir dan nilai kerugian yang 
ditimbulkannya tidak terbatas pada nilai materiil yang melekat pada 
sasaran. Artinya nilai kerugian sering kali jauh lebih besar atau bahkan tak 
ternilai harganya. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan bagi 
kejahatan teknologi informasi ini baik upaya pencegahan kejahatan secara 
preventif maupun penanggulangan kejahatan secara represif 
Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui saran hukum 
pidana. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang 
diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi 
aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek-
aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. 
Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat 
(social defence) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat 
diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia cyber yang 
notabenenya telah menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan 
masyarakat (social welfare). Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang 
integral harus dimaksimalkan. Mulai dari substansi hukum, struktur hukum 
bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui 
penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum 
pidana dalam penangulangan cybercrime dapat terealisasi. 
4. Masalah Pertanggungjawaban Pidana Cyber Crime 
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna 
pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah 
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dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung 
di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara 
objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan 
terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang 
berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehinga 
ia patut dipidana. 
Bertolak dari pengertian demikian, maka dalam arti luas, 
persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan 
persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana/ tindakan). Ini berarti, asas-
asas pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas 
pemidanaan pada umumnya, yaitu asas legalitas dan asa culpabilitas. 
Bahkan dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana 
dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sitem (aturan) 
pemidanaan. 
Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang 
dikemukakan di atas merupakan hal-hal yang sudah diterima secara 
umum dan konvensional dalam doktrin/teori maupun dalam peraturan 
perundang-undangan (hukum positif). Permasalahannya adalah seberapa 
jauh doktrin/teori dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensial 
itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana 
cyber crime. 
Dengan masih terbatasnya perundang-undangan yang ada, berarti 
asas legalitas konvensional saat ini menghadapi tantangan serius dari 
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perkembangan cyber crime. Hal ini dapat dimaklumi karena alasan-alasan 
berikut. 
1. Cyber crime berada di lingkungan elektronik dan dunia maya 
yang sulit diidentifikasikan secara pasti, sedangkan asas 
legalitas konvensional bertolak dari perbuatan riel dan kepastian 
hukum. 
2. Cyber crime berkaitan erat dengan perkembangan teknologi 
canggih yang sangat cepat berubah sedangkan asas legalitas 
konvensional bertolak dari sumber hukum formal (UU) yang 
statis. 
3. Cyber crime melampui batas-batas negara, sedangkan 
perundang-undangan suatu negara pada dasarnya/umummnya 
hanya berlaku di wilayah teritorialnya sendiri.18 
Menghadapi kondisi demikian, seyogyanya ada keberanian dan 
invonasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang 
ada dengan melakukan interprestasi atau konstruksi hukum yang 
bersumber pada teori/ ilmu hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, atau 
bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat 
dipertanggungjawabkan 
Seperti telah dikemukakan di atas, pertanggungjawaban pidana 
juga mengandung makna pencelaan subjektif. Artinya, secara subjektif si 
pembuat patut dicela atau dipersalahkan / dipertanggungjawabkan atas 
tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Secara 
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singkat sering dinyatakan kesalahan (dikenal dengan asas culpabilitas). 
Asas culpabilitas ini pun tentunya juga harus diperhatikan dalam masalah 
pertanggungjawaban cyber crime, walaupun mungkin menghadapi 
tantangan tersendiri dalam kasus-kasus cyber crime karena tidak mudah 
membuktikan adanya unsur kesalahan (dolus/culpa) dalam masalah cyber 
crime. 
5. Keterkaitan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan 
Hukum Cyber 
Tabel 1 
Keterkaitan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan 
Hukum Cyber 
 
NO Subjek/Materi Muatan/Pasal Keterkaitan Dengan 
Hukum Siber 
1 Tentang Pencurian 
 
Pasal 362 
Barangsiapa mengambil barang 
sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagaian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam dengan pidan 
penjara paling lama lima tahun atau 




pencurian harus diperluas 
mencakup pula pencurian 
melalui sarana elektronik 
dengan mengedepankan 
delik formil. Hal ini perlu 
diharmonisasikan dengan 
RUU ITE. 
2 Tentang pemerasan dan 
pengancaman 
Pasal 369 
(1). Barangsiapa dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan 
ancaman pencemaran nama baik 
dengan lisan maupun tulisan, dengan 
ancaman akan membuka rahasia, 
memaksa seorang supaya memberikan 
barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang itu atau 
orang lain atau supaya memberi hutang 
atau menghapuskan piutang, diancam 
Hal ini juga harus termasuk 
tindakan-tindakan yang 
dilakukan melalui media 
elektronik 
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dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. 
(2). Kejahatan ini tidak dituntut kecuali 
atas pengaduan orang yang terkena 
kejahatan. 
Pasal 372 
Barangsiapa dengan sengaja dan 
melawan hukum mengaku sebagai milik 
sendiri (zich toeeigenen) barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang lain, tetapi 
yang ada dalam kekuasaanya bukan 
karena kejahatan,diancam, karena 
penggelapan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau 
denda paling banyak enam puluh 
rupiah. 
 
3 Tentang perbuatan curang 
 
Pasal 386 
(4). Barangsiapa menjual, menawarkan 
atau menyerahkan barang makanan, 
minuman atau obat-obatan yang 
diketahui bahwa itu palsu, dan 
menyembunyikan hal itu, diancam 




Seorang pengusaha, seorang pengurus 
atau komisaris perseroan terbatas, 
maskapai andil indonesia atau koperasi, 
yang sengaja mengumumkan keadaan 
atau neraca yang tidak benar, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan 
 
Perlu harmonisasi dengan 
ketentuan tentang informasi 
yang menyesatkan dalam 
RUU ITE 




Barangsiapa menarik keuntungan dari 
perbuatan cabul seorang wanita dan 
menjadikannya sebagai pencaharian, 
diancam dengan pidana kurungan 
paling lama satu tahun. 
Hal ini termasuk prostitusi 
melalui internet perlu 
adanya harmoisasi dengan 
RUU tindak pidana dengan 
sarana teknologi informasi. 
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5 Pasal 382 bis 
Barangsiapa untuk mendapatkan, 
melangsungkan atau memperluas debit 
perdagangan atau perusahaan 
kepunyaan sendiri atau orang lain, 
melakukan perbuatan curang untuk 
menyesatkan khalayak umum atau 
seorang tertentu, diancam, jika 
karenanya dapat timbul kerugian bagi 
konkiren-konkirennya atau konkiren-
konkiren orang lain itu, karena 
persaingan curang, dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat 
bulan atau denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah 
 
Ketentuan ini perlu 
diharmonisasikan dengan 
ketentuan passing off dan 
pelanggaran nama domain 
di internet yang dapat 
merugikan orang lain akibat 
perbuatan curang. 
6 Pasal 383 
Diancam dengan pidana penjara paling 
lama satu tahun empat bulan, seorang 
penjual yang berbuat curang terhadap 
pembeli : 
Ke-1 : karena sengaja menyerahkan 
barang lain daripada yang ditunjuk 
untuk dibeli. 
Ke-2   : mengenai jenis keadaan atau 
banyaknya barang yang diserahkan, 
dengan menggunakan tipu muslihat.  
 
Ketentuan ini harus di 
harmonisasikan dengan 
ketentuan RUU ITE yang 
mencakup tentang sertifikasi 
keandalan (trust mark? 
 
G. Media Sosial 
1. Pengertian Media Sosial 
Media Sosial (Social Media) adalah saluran atau sarana pergaulan 
sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) media 
sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi 
(sharing), dan membangun jaringan (networking). Pendapat lain 
mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung 
interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web 
yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 
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Saat teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut 
tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter 
misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan 
menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa 
mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar 
terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di 
Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak 
menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan 
berita-berita. 
Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang 
seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional 
seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan 
tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang 
pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media 
dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa 
biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita 
sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, 
menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan 
berbagai model content lainnya.19 
Media sosial memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. 
Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika menjadi besar dengan 
Media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa 
                                                             
19
http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media//, diakses pada tanggal 26 Februari 2015, Pukul 
12:15 WITA 
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menjadi “kecil” dengan Media sosial. Apabila kita dapat memnfaatkan 
media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media 
pemasaran, dagang, mencarikoneksi, memperluas pertemanan, dan lain-
lain.Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh Media sosial baik secara 
langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan di 
dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, bahkan 
menimbulkan perbuatan melawan hukum. 
Orang  yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk 
mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja, 
mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja dan lain-lain. 
Media  sosial menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan 
kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal 
“duniamaya”.Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari 
dunia nyata.Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di duniamaya. 
Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia 
nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial. 
2. Karakteristik Media Sosial 
Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut :20 
a) Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja 
namun bisa   keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui 
SMS ataupun internet; 
                                                             
20
http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html, Diakses pada 
tanggal 26 Februari 2015, Pukul 11:34 WITA 
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b) Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu 
Gatekeeper; 
c) Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding 
media lainnya; 
d) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 
3. Jenis-Jenis Media Sosial 
Media Sosial dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian besar 
yaitu : 
a) Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi( 
Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo, dll) 
b) Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk 
melakukan obrolan dan diskusi (google talk, yahoo! M, skype, 
phorum, dll) 
c) Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi 
file, video, music, dll (youtube, slideshare, feedback, flickr, 
crowdstorm, dll) 
d) Publish, (wordpredss, wikipedia, blog, wikia, digg, dll) 
e) Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau 
di mainkan bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com, dll) 







e) Google Plus 
Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya 
dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri 
(self expression), "pencitraan diri" (personal branding), dan ajang "curhat" 
bahkan keluh-kesah dan sumpah-serapah. Status terbaik di media sosial 
adalah update status yang informatif dan inspiratif. 
4. Peran dan Fungsi Media Sosial 
            Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena 
dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. 
Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi 
banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk 
menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial sperti blog, facebook, 
twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih 
cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur 
dan selebaran. 
Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media 
konvensional, antara lain : 
a. Kesederhanaan 
Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan 
keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. 
Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang 
tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah 
komputer dan koneksi internet. 
40 
b. Membangun Hubungan 
Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk 
berinteraksi dengan  pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan 
mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian dan mengelola 
layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang 
tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan 
komunikasi satu arah. 
c. Jangkauan Global 
Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja 
dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, 
bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari 
lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan 
konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan 
bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna. 
d. Terukur 
Dengan sistemtracking yang mudah, pengiriman pesan dapat 
terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas 
promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan 
waktu yang lama. 
 
H. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Melalui penggunaan 
Media Sosial di Kota Makassar  
Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai 
dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi 
sesuatu yang tidak dapat „ditawar-tawar lagi”. Pemerintah indonesia 
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melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan 
seluruh stakeholders dan pihak universitas berupaya untuk mewujudkan 
asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu “alot”, sebuah Undang- 
Undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan 
Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 21 April 
2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).21 
Komitmen pemeritah untuk melahirkan suatu produk khusus 
dibidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan 
jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan 
hukum dibidang telematika.  Komitmen ini juga sekaligus sebagai suatu 
bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah terhadap masyarakat yang 
juga perwujudan tugas negara untuk melindugi warganegaranya.  
Pada hakikatnya pemanfaatan Teknologi, Informasi, media, dan 
komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban 
manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas 
dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya secara signifikan 
berlangsung demikian cepat.  
1. Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik 
Lahirnya rezim hukum baru (UU-ITE) yang dikenal dengan hukum 
telematika dapat dikatakan sebagai sebuah respon positif. Hukum 
telematika atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah 
                                                             
21
Maskun, 2010, Kejahatan Siber Suatu Pengantar, Makassar, hlm.  26 
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hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan 
perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan 
hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum 
teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya 
(virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir 
mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan 
sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet).  
Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak 
lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi 
persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus 
pencurian listriksebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan 
siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh 
batas wilayah (teritorial) suatu negara, yang mudah diakses kapan pun 
dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi 
maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya 
pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping 
itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting , mengingat 
informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum 
acara indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat 
rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru 
dunia dalam waktu hitungan detik.  
Oleh karena itu, dengan diberlakukannya UU ITE, diharapkan 
segala bentuk perdebatan tentang apa dan bagaimana bentuk 
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penyelesaian hukum apabila ditemukannya kasus-kasus yang 
berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat terjawab. 
Meskipun demikian, sebagai suatu produk perundang-undangan yang 
baru tentunya tantangan di masa datang sangat banyak. Apalagi UU ini 
belum teruji karena usia yang masih balita. 
2. Perbuatan yang Dilarang Menurut UU ITE 
Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. 
Kontruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang 
pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang 
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pasal 27 misalnya, mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, 
perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan 
pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 
Pasal 27 
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentrasnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan. 
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentrasnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan perjudian. 
3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentrasnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentrasnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan pemerasan dan/atau pengancaman.22 
                                                             
     
22
Konstruksi Pasal 27 di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan atau 
pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). 
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Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak 
hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah 
menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan 
kejahatan/pelanggaran yang dilakukan. 
Lebih lanjut Pasal 28 mengatur tentang perlindungan konsumen 
dan aspek SARA. Hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi 
perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media 
komputer/internet dimana baik produsen maupun konsumen tidak pernah 
bertemu satu sama lainnya. Sehingga aspek kepercayaan (trust) 
memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan. 
Di sisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan 
kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia 
sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi 
telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat 
mudah tersulut. Oleh karena itu, perkembangan modus 
pengoptimalisasian “SARA” sebagai produk yang rawan konflik harus 
diatur dengan penyesuain perkembangan modus yang menggunakan 
media komputer/internet. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut. 
Pasal 28 
(1) Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
Transaksi Elektronik 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) 
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Pasal 29 UU-ITE dapatlah dianggap sebagai suatu perkembangan 
yang sangat signifikan dalam pengaturan hukum mengenai adanya 
ancaman yang sering dilakukan dan atau dialamatkan kepada seseorang 
dengan menggunakan media informasi/dokumen elektronik. 
Perkembangan produk elektronik sangatlah memudahkan bagi seseorang 
untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 
Pasal 29 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau dokumen. Elektronik yang berisi 
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 
pribadi 
 
Pasal 30 UU-ITE menyebutkan bahwa : 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik 
orang lain dengan cara apa pun 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan 
cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum megakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan 
cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau 
menjebol sistem pengamanan. 
Kontruksi Pasal 30 dengan jelas menyebutkan bahwa tindak ilegal 
yang dilakukan seseorang (criminal) terhadap sistem elektronik orang lain 
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dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan atau 
upaya pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang melanggar dan 
melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang. masih 
banyak kasus yang harus diselesaikan dengan menggunakan aturan 
hukum yang belum secara khusus mengatur tentang bentuk 
kejahatan/pelanggaran yang dimaksud. 
Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan 
khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh 
lembaga penegak hukum, lebih khusus lagi tindakan penyadapan yang 
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas 
kasus korupsi. 
Pasal 32 dan 33 UU-ITE mengatur tentang perlindungan terhadap 
suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun 
milik publik yang bersifat rahasia (confidential). Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat sebagai berikut : 
Pasal 32 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum 
dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, 
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
meyembunyikan suatu Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik milik orang lain atau milik publik 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 
Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak 
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat 






Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem 
Elektronik dan/atau mengakibatkan sistem Elektronik menjadi tidak 
bekerja sebagaimana mestinya. 
 
Lebih lanjut, Pasal 34 hingga Pasal 37 merupakan penekanan 
(suppoting idea)terhadap bunyi pasal 27 hingga 33 yang merupakan 
kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian pada pasal 34 
ayat 2 yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana jika ditujukan untuk 
melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk 
perlindungan sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan 
hukum. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 
Pasal 34 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum memproduksi, menjual, megadakan untuk digunakan, 
mengimpor, mendistribusikan, meyediakan, atau memiliki : 
a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang 
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 sampai dengan pasal 33 
b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis 
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi 
dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 
Pasal 33 
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak 
pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, 
pengujian sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem 
Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. 
 
Pasal 35 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengrusakan Informasi Elektronik dengan tujuan agar Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-





Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 
 
Pasal 37 
Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di 
luar wilayah Indonesia terhadap Sitem Elektronik yang berada di 






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penulis akan melakukan 
serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi 
penelitian yang dipilih yaitu di wilayah Kota Makassar khususnya pada 
Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian kedua adalah 
Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar. Alasan 
pemilihan lokasi penelitian seperti yang penulis sebutkan, dengan 
pertimbangan bahwa Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) 
Makassar adalah instansi yang berwenang untuk menangani kasus 
kejahatan Informasi, Teknologi dan Elektronik yang berhadapan dengan 
hukum. Lokasi penelitian ketiga yang dipilih adalah Dinas Komunikasi dan 
Informasi Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian seperti yang 
penulis sebutkan, dengan pertimbangan bahwa Dinas Komunikasi dan 
Informatika Makassar adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok 
merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang 
komunikasi dan informasi. Meliputi, pengembangan informasi, aplikasi dan 






B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh melaluli penelitian 
lapangan (field Research). Penelitian ini dilakukan secara 
langsung pada objek penelitian melalui pengamatan langsung 
dan wawancara kepada aparat penegak hukum dan masyarakat 
pegguna media sosial. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, 
peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan hasil 
penelitian, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penulis wawancara 
langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab atau pihak-pihak 
yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan 
ini.  
2. Penelitian pustaka (library research), yaitu penulis juga mencari 
sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan 
mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data 
sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
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D. Populasi dan sampel 
1.  Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalahanggota personel Polrestabes 
Makassar, pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Makassar, para 
pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, dan semua 
masyarakat pengguna media sosial di Kota Makassar. 
2. Sampel 
Mengingat luas dan banyaknya populasi, maka dalam penelitian 
ditentukan sampel 14 (empat belas) orang dengan rincian sebagai berikut:  
a. Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebanyak 1 orang 
b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar sebanyak 1 orang 
c. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 1 orang 
d. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Makassar sebanyak 1 
orang 
e. Masyarakat pengguna media sosial di Kota Makassar Kecamatan 
Panakukang kelurahan karuwisi sebanyak 10 orang. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan 
maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan 
sesuai penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta 
pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No 11  Tahun 
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap 
Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota 
Makassar 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di 
beberapa tempat dan Instansi di Kota Makassar, selain melakukan 
wawancara, Penulis juga mengumpulkan data yang dianggap perlu. Kota 
Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, di mana 
pergerakan ekonominya cukup tinggi dan sebagai kota metropolitan yang 
menuju kota dunia. Perkembangan ini membawa dampak positif dan 
dampak negatifnya namun perubahan teknologi yang begitu pesat 
membawa perubahan kepada masyarakat dalam pola kehidupannya juga 
dan inilah yang membawa masyarakat sering kali meyalahgunakan 
teknologi tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain 
sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Walaupun sudah ada 
aturan yang melegalkan tindakan penegak hukum dalam menangani 
tindak pidana melalui penggunaan media sosial (cyber crime) namum 
bukan berarti semudah membalikkan telapak tangan.  
Dengan adanya UU ITE setiap warga negara berhak mendapatkan 
kepastian hukum ketika seorang warga negara mendapatkan tindakan 
yang melanggar etika di dunia maya mengenai UU tersebut. Seperti 
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kasus-kasus di bawah ini menyangkut UU ITE. Kepolisian Republik 
Indonesia telah membentuk Unit Cyber crime sebagai tonggak penegakan 
UU ITE. Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak 
kasus yang terungkap oleh Unit Cyber Crime.  
Penelitian Di Polrestabes Kota Makassar 
Dalam melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar penulis 
menanyakan bagaimana penyidik mengungkap kasus kejahatan cyber 
crime, wawancara dengan salah satu penyidik polrestabes Kota Makassar 
di ruang tipiter (tindak pidana tertentu) mengatakan bahwa, dalam 
mengungkap kejahatan cyber crime atau tindak pidana melalui media 
sosial, penyidik di Kanit Tipiter Polrestabes Makassar yang diungkapkan 
oleh AKP Ahmad Canggi mempunyai 2 cara untuk melakukan 
peyelidikan yang gunanya untuk menemukan alat dan barang bukti, 
tersangka, penentuan tempus dan locus delicti adalah sebagai berikut : 
1) Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana komputer 
dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan 
pelakunya. 
2) Cara Offline, yakni melakukan uji forensik komputer untuk 
mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan 
teknologi komputer ataupun konfensional. 
Hasil penelitian yang diperoleh untuk menentukan tempus delicti 
bahwa dalam penetuan tempus delicti di dalam kepolisian yang pertama 
kapan pelaku mengakses atau membuat atau melakukan dalam sistem 
internet. Kedua, akibat perbuatan tersebut terjadi yakni tempusnya kapan 
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dan data tersebut diterima ke dalam sistem komputer atau sarana yang 
diterima. Ketiga yakni mengenai waktu kejahatan tersebut dilakukan 
adalah saat pelaku mengakses sebuah internet secara otomatis bulan 
tanggal dan waktu yang ditunjukkan telah tersimpan dalam dokumen yang 
di akses. 
Setelah dinyatakan berkas dalam penyidik sudah lengkap maka 
peyidik menyerahkan berkas kasus tersebut di kejaksaan yang akan 
ditangani oleh penuntut umum untuk diperiksa kelengkapan dan 
menganalisis kembali secara cermat terhadap kasus tersebut dan 
melakukan pembuatan berkas penuntutan untuk dilimpahkan ke 
pengadilan dan mempersiapkan surat dakwaan untuk proses peradilan 
nantinya.  
Menurut AKP Ahmad Canggi saat diwawancarai, mengenai 
persoalan tindak pidana melalui media sosial, perkara tersebut banyak 
didamaikan sesuai dengan tugas pokok polisi yaitu berupaya 
mendamaikan kedua belah pihak tetapi ada juga beberapa kasus tindak 
pidana atau peyalahgunaan melalui media sosial sampai ke tingkat P-21 
dan bahkan sudah mendapatkan vonis oleh pengadilan.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polrestabes Kota Makassar 
di ruang bagian Kanit Tipiter (Tindak Pidana tertentu) beberapa laporan 
kasus mengenai tindak pidana melalui Media Sosial dari tahun 2013-2015 






 Daftar Identitas Laporan Kasus Tindak Pidana Melalui Media Sosial 
(Cyber Crime) Di Kota Makassar Tahun 2013-2015 
 
Nama Umur Pekerjaan Tanggal kejadian 
St Rabiah 55 Swasta Juni 2013 
Nadia Utami 19 Pelajar November 2013 
Rachma 41 Swasta 6 Juli 2014 
Ahmad Fahri 35 Wiraswasta 28 Januari 2014 
Fani Arilia 15 Pelajar Mei 2014 
Ahmad Sukri 32 PNS 20 September 2014 
Rahmat 22 Mahasiswa 7 Oktober 2014 
Irmawati 33 Wiraswasta 11 Oktober 2014 
Sartika Damank 24 PNS 15 September 2015 
A. Satriani AM 31 Wiraswasta 6 Oktober 2014 
Diah 
Wahyuniati 
47 Polri April-Mei 2014 
Sofyan 35 Karyawan Swasta 14 November 2014 
Irma Dewi 29 Wiraswasta 12 Oktober 2014 
Sri Devi Alam 22 Karyawan Swasta 30 November 2014 
Isriani Arifin 21 Mahasiswa 3 Desember 2014 
Hj. Nurlina 41 Wiraswasta Desember 2014 
Muh. Djafar 62 PNS 20 Desember 2014 
Stief Housten 38 Wiraswasta 7 Mei 2015 
Nur Ilmi 24 Mahasiswa 22 Juni 2015 
A. Surahma 20 Mahasiswi 20 Februari 2015 
Fitri 27 IRT 30 Maret 2015 
Edi Kurniawan 25 Mahasiswa 17 April 2015 
Sumber : Polrestabes Kota Makassar Unit tindak Pidana Tertentu 
1. No. Lp/1444/VI/2013. St. rabiah. 55 thn. Islam. Swasta. Wni. Jl 
taman bunga sudiang. Tanggal kejadian Juni 2013. Pelaku 
menghina korban di media sosial (fb). Pasal ITE 
2. No. Lp/1525/VII/2013. Rachma 41 thn. Swasta. Islam. Jl daeng tata 
hartaco indah. Tanggal kejadian 6 juli 2013. Pelaku menghacker 
facebook milik korban sehingga korban tidak dapat lagi mengakses 
FB milik korban. Pasal ITE. 
3. No. Lp/256/I/2014. Ahmad Fahri. 35 thn. Islam. Wiraswata. Perum 
panorama indah. Tanggal kejadian 28 januari 2014. Pelaku 
menggunakan akun fb dan email korban dengan cara pelaku 
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mengganti password dan menghubungi akun pertemanan korban 
untuk dikirimkan pulsa. Pasal ITE 
4. No. Lp/ 1546/VI/2014. Fani Arilia. 15 thn. Islam. Pelajar.  Jl 
ratulangi. Tanggal kejadian Mei 2014. Terlapor menyerang korban 
melalui facebook milik korban dengan kata-kata yang tidak pantas. 
Pasal 310/ITE. 
5. No. Lp/2508/IX/2014. Ahmad Sukri. 32 thn. Islam. Pns. Wni. Jl 
anggrek mksr. Tanggal kejadian 20 September 2014. Terlapor telah 
memasang foto bugil milik korban di facebook miliknya hinga 
diketahui oleh keluarga dan teman-teman korban. Pasal ITE 
6. No. Lp/2551/X/2014. Identitas pelapor. Rahmat. 22 thn. Islam. 
Mahasiswa. Jalan todopuli No 14 Mksr. Tanggal kejadian 7-10-
2014. Uraian singkat kejadian. Pelaku membuat akun facebook 
atas nama korban diubah menjadi anti islam dan mengubah group 
menjadi Gerakan Anti Islam. Pasal UU ITE. 
7. No. Lp/2582/X/2014. Identitas pelapor. Nadia utami. 19 thn. SMA. 
Islam. IRT. Btp Blok A No 18 Mksr. Tanggal kejadian November 
2013. Terlapor menuduh yang tidak-tidak melalui pesan singkat 
Facebook. Pasal 310/UU ITE 
8. No. Lp/2618/X/2014. Irmawati. 33 thn. Islam. Wiraswasta. Jalan A.P 
Pettarani Mksr. Tanggal kejadian 11 oktober 2014. Pelaku 
membuat akun pertemanan Media Sosial Fb, Bbm, Line, Path 
menggunakan nama dan foto terlapor, kemudian pelaku melakukan 
pemerasan terhadap beberapa teman korban. Pasal 368/UU ITE 
9. No. Lp/2690/X/2014. Sartika Damank. 24 thn. Kristen. Pns. Btn 
hartaco No 13 Mksr. Tanggal kejadian 15 september 2015. Korban 
mengirim uang lewat Internet Banking dan ditujukan kepada pelaku 
untuk dibelikan barang berupa souvenir, namun barang tsb tidak 
ada. Pasal 378. 
10. No. Lp/515/x/2014. A. Satriani. AM. 31 thn. Islam. Wiraswasta. 
Jalan pereintis kemerdekaan kel daya mksr. Tanggal kejadian 6 
Oktober 2014. Terlapor melakukan penghinaan melalui media 
sosial Whatsapp. Pasal UU ITE 
11. No. Lp/2840/XI/2014. Diah wahyuniati. 47 thn. Polri. Islam. Jalan 
batua raya 3 no 15 mksr. Tanggal kejadian April-Mei 2014. Terlapor 
ingkar pernyaatan dan uang sudah diterima serta menghina polwan 
via media sosial. Pasal 378/ ITE 
12. No. Lp/2907/XI/2014. Sofyan 35 thn. Islam. Kary swasta. Jalan Baji 
mappakasunggu mksr. Tanggal kejadian 14 november 2014. 
Terlapor mencemarkan nama baik melalui media  Facebook. Pasal 
ITE 
13. No. Lp/546/X/2014. Irma dewi. 29 thn. Wiraswasta. Islam, jalan 
Bonno Dg. Ruppa mksr. Tanggal kejadian 12 oktober 2014. Pelaku 
membuat akun Facebook milik pelapor dengan menyatakan kata-
kata yang korban tidak terima. Pasal ITE 
14. No. Lp/ 3072/XII/2014. Sri devi alam. 22 thn. Kary swasta. Islam. Jl 
depasawi dalam mksr. Tanggal kejadian 30 november 2014. Pelaku 
yang menggunakan nama orang lain, menghubungi korban dan 
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menyampaikan bahwa ada foto bugil korban yang akan 
disebarluaskan kekantor korban. Pasal ITE 
15. No. Lp/3087/XII/2014. Isriani Arifin. 21 thn. Islam. Mahasiswa. Jl 
banta-bantaeng no 17 mksr. Tanggal kejadian 3 desember 2014. 
Pelaku menulis di akun facebook kata-kata kotor yang ditujukan 
kepada korban. Pasal ITE. 
16. No. Lp/639/XII/2014. Hj. Nurlina. 41 thn. Wiraswasta. Islam. Jl sawi 
mksr. Tanggal kejadian desember 2014. Pelaku mencemarkan 
nama baik korban melalui media sosial facebook dengan kata-kata 
yang kurang enak di dengar. 
17. No. Lp/675/XII/2014. Muh Djafar. 62 thn. Pns. Islam. Jl tea daeng 
manggala mksr. Tanggal kejadian 20 desember 2014. Terlapor 
mengancam korban melalui media sms. Pasal ITE 
18. No. Lp/48/I/2015. Stief Housten. 38 thn. Katolik. Wiraswasta. Jl 
sembilan no 3 mksr. Rabu 7 mei 2015. Pelaku menulis di akun FB 
korban dengan tulisan mencemarkan nama baik korban. Pasal ITE 
19. No. Lp/48/I/2015. Nur ilmi. 24 thn. Mahasiswa. Islam. Jl sam 
ratulangi bulukumba. Tanggal kejadian 22 juni 2015. Pelaku 
memposting foto korban di media sosial (path). Pasal ITE 
20. No. Lp/143/III/2015. A. Surahma. 20 thn. Mahasiswi. Islam. Jl luwu 
VIII Blok c No 185 sudiang permai mksr. Tanggal kejadian 20 feb 
2015. Pelaku mengaku sebagai pegawai PT. Sinar Pulsa yg 
mencari agen penjual pulsa, setelah korban transfer uang 2 jt dan 
korban mendapatkan pulsa, ternyata pulsa tsb tidak dapat 
digunakan. Pasal ITE 
21. No. Lp/212/III/2015. Fitri. 27 thn. IRT. Islam. Jl ujung pandang baru. 
Tanggal kejadian 30 maret 2015. Pelaku mencemarkan nama baik 
korban melalui Facebook. Pasal ITE 
22. No. Lp/859/IV/2015. Edi kurniawan. 25 thn. Islam. Mahasiswa. 
Permata sudiang raya. Tanggal kejadian 17 april 2015. Pelaku 
mengeluarkan kata-kata kotor serta menghina korban melalui 
media sosial (wechat). Pasal ITE 
 
Adapun untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan laporan kasus 
tindak pidana dari tahun 2013 hinggna April 2015, dapat dilihat pada tabel 




Tabel 3.  
Jenis Laporan Kasus Tindak Pidana Melalui Media Sosial (Cyber 




kasus tidak pidana 
Jenis kasus 




Mencemarkan nama baik 
Menghina  
Memasang foto bugil 
Menuduh yang tidak-tidak 




Mencemarkan nama baik 
Menyebarkan foto bugil 
Sumber: Tipiter polrestabes makassar 
 
Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2013, laporan kasus tindak 
pidana melalui media sosial sebanyak 2 kasus yaitu meghacker Facebook 
korban sehingga korban tidak dapat lagi mengakses facebook nya. 
Pada tahun 2014 meningkat, terdapat 14 laporan kasus tindak 
pidana melalui media sosial, sebagai berikut: pelaku meghacker Facebook 
dan email korban kemudian dimintai pulsa. Mencemarkan nama baik dan 
meghina dengan kata-kata yang tidak pantas di facebook. Memasang foto 
bugil korban di facebook, menuduh yang tidak-tidak melalui pesan singkat 
Facebook, melakukan pemerasan di media sosial, Fb, line, bbm, path. 
Kemudian pada tahun 2015 terdapat 6 laporan kasus sampai dengan 
bulan april 2015, dengan laporan kasus Menghina, memeras, 
mencemarkan nama baik serta menyebarkan foto bugil di media sosial. 
 Berdasarkan penjelasan dari tabel tersebut, penulis berpendapat 
bahwa sepanjang tahun 2013-2015 data laporan kasus tindak pidana 
59 
melalui penggunaan media sosial ialah meningkat. Kemudian, sepanjang 
tahun 2013 hanya terdapat 2 laporan kasus, walaupun slanjutnya pada 
tahun 2014 bertambah menjadi 14 laporan kasus dan pada tahun 2015 
sampai pada bulan april ini terdapat 6 kasus. Laporan kasus yang 
terbanyak adalah Penghinaan, mencemarkan nama baik, dan 
menyebarluaskan foto-foto bugil di media sosial. Para korban kebanyakan 
bekerja sebagai wiraswsata dengan usia 22-40 tahun sebanyak 11 kasus, 
Pelajar/Mahasiswa dengan usia 19-25 sebanyak 7 kasus, kemudian 
Pegawai Negeri Sipil dengan usia 25-62 dengan 4 kasus.   
Dari data yang penulis peroleh dari laporan registrai sebanyak 22 
laporan yang berkaitan dengan tindak pidana cyber crime dari tahun 2013-
2015. Dari 22 laporan tersebut, sebanyak 8 kasus yang dilimpahkan ke 
kejaksaan dan selebihnya tidak diproses dengan berbagai alasan seperti, 
tidak mememenuhi unsur pidananya, tidak adanya tindak lanjut terhadap 
laporan tersebut dan dicabutnya laporan karena kedua belah pihak 
sepakat untuk berdamai.  
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis juga berpendapat bahwa 
kebanyakan laporan bermotif dendam dan emosi sesaat karena berbagai 
laporan yang ada tidak dilanjuti oleh si pelapor, selain itu kurangnya 
kesadaran hukum sehingga perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan 





Penelitian Di Kejaksaan Negeri Makassar 
Hasil penelitian di kejaksaan Negeri Makassar mengenai penegakan 
hukum terhadap tindak pidana melalui media sosial. Wawancara dengan 
Ibu Andi Armasari. Selaku jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 
Makassar yang menangani tindak pidana khusus, 30 April 2015, pukul 
09.00 wita menyatakan bahwa : penjeratan pelaku kejahatan cyber crime 
jaksa penuntut umum di kejaksaan Negeri Makassar menggunakan UU 
No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik) tetapi tetap di alternatifkan menggunakan KUHP tergantung 
bentuk kasusnya. Memperhatikan alasan melakukan perbuatan melawan 
hukum di media sosial, tujuan melakukannya serta pembuktiaan si terlapor 
nantinya. 
Pemeriksaan di kejaksaan selesai maka berkas tindak pidana 
tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang berhak mengadili tindak 
pidana yang terkait cyber crime, setelah itu paniter menentukan tanggal 
dan hari sidang beserta yang ditunjuk perlu mempelajari kembali tersebut 
agar nantinya mengerti kasus tersebut dan dapat memberikan putusan 
yang adil. Dalam hal tindak pidana cyber crime tidak mudah dalam 
menganalisis dengan mudah kasus tersebut dikarenakan penggunaan alat 
teknologi canggih zaman sekarang yang membuat hal tersebut dapat 
dilacak meskipun adanya saksi ahli yang memberikan keterangan dan 
membantu namun hal tersebut tidak serta merta dapat memudahkan.. 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Rustiani. 
S.H selaku jaksa yang pernah menangani kasus tindak pidana melalui 
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media sosial. Menurutnya dia pernah menangani kasus ITE sebanyak 3 
kali.   
Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh ibu Rustiani dan telah 
di vonis oleh pengadilan. Kasus tersebut telah diputus dengan Nomor 
401/B/PN.mks pada tanggal 15 Desember 2014 oleh Pengadilan Negeri 
Makassar mengenai mencemarkan nama baik dan menyebarluaskan foto 
syur melalui media sosial yaitu sebagai berikut : 
 “Kasus dengan nama terdakwa A.bustanul. Makassar. 31 tahun. 
Islam. Wiraswasta. Mengirim sms melalui pesan singkat kepada korban 
dengan kata-kata yang tidak pantas, mencemarkan dan menyebarluaskan 
foto bugil korban. Pertengkaran dimulai sejak si A (terdakwa) putus 
hubungan dengan si B (korban, tidak disebutkan namanya). Terdakwa si 
A masih sering mengirim sms kepada korban untuk diajak kencan 
mengajaknya pergi, akan tetapi si B selalu menolak, karena atas dasar 
dendam dan sakit hati, si A menghina dan menyebarluaskan foto bugil 
korban di media sosial, karena telah tersebar luas di media sosial dan 
telah diketahui oleh keluarga korban, maka pada tanggal 23 Juli 2014, 
korban melaporkan tindakan yang tidak menyenangkan tersebut di Polda 
sulselbar untuk diproses sesuai hukum.  
Ibu Rustiani selaku jaksa yang menangani kasus tersebut menuntut 
dengan pasal 45 ITE Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
dengan tuntutan 1 tahun denda 50 juta subsider 1 bulan serta barang 
bukti dimusnahkan. Kasus tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri 
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Makassar pada tanggal 15 Desember 2015 dengan putusan 9 bulan dan 
denda 50 juta. 
 
Hasil penelitian Di Pengadilan Negeri Makassar 
Wawancara dengan Bapak Suparman Agung sebagai hakim kasus 
tindak pidana umum, Rabu 29 April 2015 di ruangan hakim Pengadilan 
Negeri Makassar, beliau menyatakan sebagai berikut : 
“Dasar hakim memberikan pertimbangan dan putusan adalah 
keyakinan hakim. Unsur-unsur yang dapat membuat keyakinan 
hakim dalam proses persidangan yaitu :  
 Keterangan saksi 
 Keterangan ahli 
 Surat 
 Petunjuk 
 Keterangan terdakwa 
 
Dalam memperoleh keyakinan hakim dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah. Bagi hakim biasanya cukup dengan keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa. Begitu pula mengenai perkara tindak 
pidana melalui dunia maya, menggunakan hukum acara seperti biasa 
tetapi pasal yang dikenakan tergantung kasusnya. Beliau membedakan 
kejahatan ITE biasa dan kejahatan ITE Murni. Jadi menurut hakim perkara 
ITE murni misalnya perbankan, sms banking intinya kejahatan yang 
menggunakan transaksi elektronik. Jadi secara otomatis pasal yang 
dikenakan adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Sedangakan kejahatan ITE biasa seperti kasus-kasus 
penipuan melalui facebook, pencemaran nama baik melalui media sosial, 
pengancaman melalui media sosial dan masih banyak lagi. Menurut beliau 
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tetap dikenakan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektonik dan junto KUHP pidana umum. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri 
Makassar, perkara tindak pidana melalui media sosial yang terjadi dan 
telah divonis oleh Pengadilan Negeri Makassar. Berikut di bawah ini 
adalah penjabarannya. 
Tabel 4. 
 Perkara di Tingkat pengadilan mengenai Tindak Pidana melalui 
media sosial (Cyber crime) Tahun 2013-2014 
 
Tahun 




1433/PID.B/2013/PN.MKS Pembuatan minutasi 
1940/PID.B/2013/PN.MKS Penunjukan panitera 
pengganti 
2014 
163/PID.B/2014.PN.MKS Pembuatan minutasi 
390/PID.B/2014/PN.MKS Putusan 
499/PID.B/2014/PN.MKS Pembuatan minutasi 
1003/PID.B/2014/PN.MKS Pembuatan minutasi 
1319/PID.B/2014/PN.MKS Pembuatan minutasi 
499/PID.B/2014/PN.MKS Pembuatan minutasi 
1003/PID.B/2014/PN.MKS Pembuatan minutasi 
2015 
1/PID.B/2015/PN.MKS Kirim salinan putusan 
kepada para pihak 
498/PID.B/2015/PN.MKS Pembuatan minutasi 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar 
 
Berdasarakan tabel  diatas, pada tahun 2013 hingga April 2015 
penanganan kasus perkara sebanyak 11 kasus. Pada tahun 2013 
sebanyak 2 kasus, kemudian tahun 2014 sebanyak 7 kasus kemudian 
pada tauhun 2015 sebanyak 2 kasus. Dari tabel 3 diatas salah satu kasus 
telah diputus oleh pengadilan negeri makassar. Berikut uraian kasus yang 
telah putus : 
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 Salah satu contoh kasus yang telah diputus dengan nomor putusan 
Nomor : 390/Pid.B/2014/PN.Mks. pada tanggal 28 Mei 2014 oleh 
Pengadilan Negeri Makassar mengenai penghinaan dan pencemaran 
nama baik di handphone yaitu sebagai berikut : 
 “Terdakwa Muhammad Arsyad SH. Ujung Pandang. 27 Tahun. 
Laki-laki. Indonesia. Taman Makassar Indah atau Jalan jenetallasa 
perumahan residen salsabila B/16 Kabupaten gowa. Islam. Perguruan 
tinggi (S1). Bahwa ia terdakwa Muhammad Arsyad SH. Pada hari dan 
tanggal yang tidak diingat secara pasti bertempat di wilayah makassar 
memasang status Black Berry Messenger (BBM) yang dituduhkan berisi 
penghinaan dan pencemaran nama baik si pelapor serta mendistribusikan 
gambar karikatur ke media  
Akibat status BBM dan karikatur tersebut ada pihak keberatan dan 
melaporkan terdakwa karena tanpa hak mendistribusikan / 
mentransmisikan / membuat dapat di akses informasi Elektronik yang 
memiliki muatan pemerasan atau penghinaan. 
Sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan 
terhadap diri terdakwa Muhammad Arsyad terbukti bersalah secara sah 
dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan melalui 
Informasi dan Transaksi Elektonik. 
Atas perbuatannya tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 
(3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik  
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” 
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Menjatuhkann pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Arsyad 
selama 7 bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa 
berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 
Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada tanggal 28 
Mei 2014 memutuskan bahwa:  
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama, kedua dan ketiga. 
 
B. Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Dalam Penegakan Hukum 
Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di 
Kota Makassar   
Dari persfektif sosiologi hukum, melihat bahwa penegakan hukum 
dilihat dari perilaku aparat penegak hukum yang mengoperasikan hukum 
tersebut, berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di 
tengah perubahan sosial yang terus bergulir dengan cepat, maka peranan 
aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat transisi menjadi 
hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan 
sosial yang sedang terjadi, aparat penegak hukum harus belajar untuk 
berbagai informasi pengetahuan, dimana hal tersebut merupakan 
kekuatan yang sangat dominan dalam meyikapi perubahan sosial yang 
sedang terjadi dalam masyarakat. 
Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto 
berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum 
baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur 
adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak 
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hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi 
mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik 
yang bersifat positif maupun negatif. 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
mencapai tujuan .Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin 
mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang 
harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian 
besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui 
efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai Undang-undang Nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang 
harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh para 
masyarakat khususnya pengguna media sosial Di Kota Makassar, sifat 
ketaatan dari masyarakat serta pengetahuan masyarakat itu sendiri 
mengenai isi dari aturan hukum tersebut.  
Oleh karena itu, penulis meneliti faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Melalui 
Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar.  
Pertama Penulis melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Dinas 
Komunikasi dan Informatika makassar adalah Instansi yang mempunyai 
tugas, merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang 
komunikasi dan informasi. Meliputi, pengembangan informasi, aplikasi dan 
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telematika, pendayagunaan media, pemberdayaan kelembagaan dan 
telekomunikasi.  
Tujuan penulis melakukan penelitian ditempat ini untuk mengetahui 
penyebaran warung internet yang ada di kota makassar. Warung internet 
salah satu wirausaha yang menyediakan jasa internet yang berkaitan 
dengan judul penulis. Untuk penyebaran data warung internet 
perkecamatan yang ada di Kota Makassar tahun 2010-2014 dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel 5. 
 Penyebaran Data Warung Internet Perkecamatan di Kota 




2010 2011 2012 2013 2014 
1 TAMALANREA 24 20 - - 2 
2 BIRINGKANAYA - 11 - - 17 
3 WAJO      
4 MAMAJANG 17 27   8 
5 RAPPOCINI 10 23   30 
6 UJUNG PANDANG 6 6    
7 PANAKUKANG 30 30   15 
8 MANGGALA 14 17    
9 TALLO 20 10   19 
10 TAMALATE  6   12 
11 MAKASSAR      
12 UJUNG TANAH      
13 MARISO 9 9   19 
14 BONTOALA  6   6 
JUMLAH 130 165   128 
Sumber : Bidang Pos dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kota Makassar 
 
Berdasarkan tabel diatas distribusi penyebaran warung internet 
perkecamatan di Kota Makassar dari tahun 2010 – 2014,. Penyebaran 
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data terbanyak pada tahun 2010 terletak pada kecamatan Panakukang 
sebanyak 30 warung internet. Selanjutnya penyebaran warung internet 
pada tahun 2011 masih dikecamatan yang sama yaitu kecamatan 
panakukang sebanyak 30 warung internet. Kemudian pada tahun 2012-
2013 tidak ditemukan data penyebaran warung internet karena dinas 
terkait tidak melakukan pendataan. Kemudian pada tahun 2014 
penyebaran warung internet terbanyak berada di kecamatan Rappocini 
sebnayak 30 warung internet. 
Selain itu penulis juga mewawancarai ibu Dra.Musdalipa selaku 
staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar di bidang Pos dan 
Telekomunikasi, beliau mengatakan : 
Bidang pos dan telekomunikasi terbagai atas 3 seksi, yaitu: 
 Seksi teknik pos dan telekomunikasi 
 Seksi pemantauan, pembinaan pos dan telekomunikasi 
 Seksi pengembangan dan penggunaan internet 
Menurut beliau, pendataan warung internet yang ada di Kota 
Makassar dilakukan oleh seksi pengembangan dan penggunaan internet, 
seksi ini pula yang melakukan sosialisasi berbagai aturan-aturan yang 
dilarang atau tidak diperbolehkan oleh pengelola atau pengguna warnet. 
Setiap tahunnya ada agenda khusus yang dilakukan oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika Makassar khususnya seksi pemantaun, 
pembinaan pos dan telekomunikasi untuk turun kelapangan melihat 
kondisi langsung warung internet. 
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Penulis menanyakan, bagaimana jika ada warung internet yang 
tebukti jasa internetnya menyimpang atau perbuatan melawan hukum, 
misalnya: perjudian online dan sebagainya. Beliau mengatakan sampai 
saat ini belum ada hukuman yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan 
Informatika, kita hanya menegur dan membina jika memang warnet 
tersebut terbukti dan biasanya kita serahkan saja ke aparat penegak 
hukum dalam hal ini kepolisian. 
Realitas Masyarakat pengguna Media Sosial Di Kecamatan 
Panakukang kelurahan Karuwisi 
Selanjutnya penulis meneliti faktor-faktor yang memengaruhi 
penegakan hukum Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi 
Dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan realtas masyarakat pengguna 
media sosial di kecamatan Panakukang Kelurahan Karuwisi adapun faktor 
yang mempengaruhinya, penulis akan  menghubungkan dengan teori dari 
Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan atau 
kefektifan hukum, yaitu:23 Faktor Hukum atau undang-undang, faktor 
penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor 
budaya hukum. Selanjutnya Penulis akan memaparkan hasil penelitian 
yaitu sebagai berikut : 
 Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 
warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 
mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 
derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat 
                                                             
23
Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, Hlm. 9. 
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kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan.  
Selanjutnya Faktor dari masyarakat dalam hal ini, penulis akan 
menghubungkan pendapat dari masyarakat khususnya masyarakat 
pengguna media sosial di Kecamatan Karuwisi Kota Makassar dengan 
teknik kuisioner mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan media 
sosial. Dengan pertanyaan apakah saudara/i mengetahui Undang-undang 
No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun 
hasilnya sebagai berikut:  
Tabel 6.  
Jawaban Responden Mengenai Apakah Saudara/I Mengetahui Uu No 
11 Tahun 2008 Dikaitkan Dengan Perbuatan Yang Dilarang Dalam 
Pasal 27 Ayat 1,2,3 Dan 4. Uu No 11 Tahun 2008. 
 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 3 30 % 
2 Tidak 7 70 % 
Jumlah 10 100 % 
Sumber : Data Primer, 2015 
 
 Dari hasil kuisioner diatas tentang pengetahuan masyarakat 
terhadap Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 10 responden pengguna media sosial di dapatkan 
hasil bahwa sebanyal 7 responden mengaku tidak mengetahui UU ITE. 
Hal tersebut membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para 
pengguna media sosial masih cukup rendah atau masih banyak yang 
belum mengetahuinya. Dalam hal ini efektifitas penegakan hukum 
Undang-undang ITE tidak efektif dikarenakan pengetahuan masyarakat 
tentang Undang-undang ITE masih banyak yang tidak mengetahuinya. 
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Berdasarkan penelitian penulis di salah satu Warung Internet 
(warnet) „sehati‟ di Jalan sehati kecamatan panakukang kelurahan 
karuwisi. Wawancara dengan dengan pengelola warnet atas nama Saiful 
yang penulis panggil dengan Kak ipul, dia mengatakan:  
Awalnya bisnis warnetnya merupakan bisnis penyedia jasa internet 
untuk memudahkan masyarakat pengguna internet, tetapi seiring 
berkembangnya teknologi dan sarana yang ditawarkan internet 
memberikan perilaku pengusaha warnet dan pengguna internet 
melakukan hal-hal yang menyimpang. Karena dorongan niat dan 
lingkungan (pergaulan bebas) sehingga mereka menyalahgunakan warnet 
untuk hal-hal negatif seperti melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya di 
lakukan di media sosial, membuka situs-situs porno dan melakukan 
perjudian secara massal di warnetnya. 
Penulis menilai bahwa permasalahan inilah yang semakin kompleks, 
kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum pengelola warnet dan 
masyarakat pengguna internet di kecamatan panakukang kelurahan 
karuwisi sehingga tindak pidana melalui media sosial semakin meningkat 
di Kota Makassar.  
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 
memberikan pertanyaan kepada pengguna media sosial (warnet) di 
warnet “sehati” Di kecamatan panakukang kelurahan karuwisi Kota 
Makassar melalui kuisioner yaitu : Seberapa sering saudara/i 
menggunakan Media Sosial dan pernahkah saudara/i menggunakan 
Media Sosial untuk hal-hal yang negative ? 
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Tabel 7 
Jawaban Responden Mengenai Pernah Atau Tidak Menggunakan 
Media Sosial Untuk Hal-Hal Yang Negative  
 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Penah 10 100 % 
2 Tidak Pernah 0 0 % 
Jumlah 10 100 % 
Sumber : Data Primer, 2015 
 
Dari data kuisioner diatas, didapatkan hasil bahwa dari 10 
responden. Semua responden pernah melakukan perbuatan melawan 
hukum di media sosial dikaitkan dengan perbuatan yang dilarang dalam 
pasal 27 UU NO 11 Tahun 2008. 
Dari hasil diatas tampak bahwa aturan mengenai penegakan 
hukum UU ITE belum tersentuh oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut 
membuktikan bahwa pengguna media sosial rentan melakukan tindak 
pidana melalui media sosial. 
Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu 
masyarakat pengguna warnet „sehati‟. Pengguna warnet yang penulis 
telah wawancara mengaku kepada penulis bahwa pernah melakukan 
perbuatan melawan hukum dimedia sosial, pelaku yang tidak mau 
disebutkan namanya mengaku pernah menghacker facebook orang lalu 
meminta uang dan pulsa kepada pertemanan facebook yang dia 
hackernya. Dia juga mengatakan bahwa di warnet ini sangat banyak hal-
hal yang menyimpang, misalnya lagi terkadang mereka secara sengaja 
datang ke warnet untuk melakukan perjudian online dan sebagainya. 
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kondisi warnet memang 
cukup baik. Dilengkapi dengan fasilititas kipas angin, sofa yang nyaman 
yang menunjang untuk masyarakat pengguna warnet untuk duduk berjam-
jam serta jaringan internet yang cepat. 
Disamping kondisi yang cukup baik, ada beberapa hal yang 
berdasarkan pengamatan penulis dinilai cukup mengkwatirkan. Diwarnet 
tersebut tidak adanya larangan untuk membuka, mengakses perbuatan 
yang melawan hukum. 
Penulis juga beranggapan bahwa salah satu faktor yang 
mempengaruhi penegakan UU ITE adalah budaya hukum itu sendiri.  
Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan prilaku 
para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau 
berkenaan dengan hukum. Dalam kaitan dengan faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum, dalam hal ini mengenai pengguna 
media sosial. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau prilaku 
masyarakat atau kebiasaan mayarakat dalam mematuhi, mengetahui atau 
mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran 
hukum yang tinggi apabila prilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 
 Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi 
didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukan 
sampai sejauh manakah prilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum 
yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum 
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya 
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hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai 
Efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial, maka ada 
beberapa hal yang ditemukan, antara lain: 
a. Mengetahui 
Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat 
itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan 
hukum, akan tetapi pada kenyataanya masyarakat Makassar masih 
banyak yang belum mengetahui. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
penelitian mengenai pengetahuan tentang Undang-undang ITE 
hanya 3 responden yang mengetahui dan sebanyak 7 responden 
sama sekali tidak mengetahui Undang-undang ITE. Hal ini 
menunjukan bahwa memang budaya hukum masyarakat Makassar 
yang kurang mengetahui terhadap suatu aturan hukum yang dalam 
hal ini mengenai perbuatan yang diarang dalam peggunaan media 
sosial 
b. Memahami 
Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga 
harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan 
manfaat dikeluarkanya peraturan tersebut. Berdasarkan hasil 
penelitian mengenai apakah anda mengetahui bahwa 
penyalahgunaan media sosial akan mengakibatkan akibat hukum 
dari 10 responden sebanyak 9 responden mengatakan 
mengetahuinya, sedangkan hanya 1 responden mengatakan tidak 
mengetahui. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa masih banyak 
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warga masyarakat Kota Makassar yang tidak sadar dan taat dalam 
bermedia sosial. Hal ini membuktikan bahwa memang pada 
umumnya masyarakat Kota Makassar yang memang kurang 
memahami mengenai tujuan dan pentingnya penegakan hukum 
Undang-undang ITE 
c. Menaati 
Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan 
mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui prilaku berupa 













Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada BAB IV tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1) Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna 
media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya tidak efektif 
bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya 
masyarakat pengguna media sosial di kota makassar yang 
melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat 
keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE. Selain itu, 
ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang 
pada umumnya sangat rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan 
pula aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif 
2) Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, 
faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang 
mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan 
pengguna media sosial di Kota Makassar. Karena kelima faktor 
tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.  
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B. Saran  
Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil 
pembahasan ini adalah sebagai berikut :  
1) Dibuatkan aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan 
keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan 
oleh doktrin, sehingga dalam menjerat pelaku tindak pidana terhadap 
penggunaan media sosial sudah jelas. 
2) Diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih aktif mensosialisasikan 
aturan-aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
dan etika dalam penggunaan media sosial, sehingga memberikan 
kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaannya 
sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan 
media sosial. 
3) Masyarakat Kota Makassar hendaknya memiliki kesadaran hukum 
yang tinggi dalam hal ini kesadaran dalam ber-media sosial, karena 
bagaimanapun juga jika kita sadar dalam ber-media sosial 
kemungkinan kita tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum 
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